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       PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)  sendiri merupakan salah satu 
penghasil pendapatan bagi negara hal ini dikarenakan kepemilikan perusahaan ini 
dipegang oleh Negara,   dengan adanya  virus Covid-19 yang menyebar dan 
menjadi pandemi di seluruh dunia, listrik semakin menjadi kebutuhan yang 
penting, bagaimana tidak, dengan adanya Covid-19 yang ikut menyebar masuk ke 
Indonesia menjadikan pemerintah membuat suatu kebijakan salah satunya 
penetapan diskon tarif bayar listrik bagi yang masuk kriteria, yakni mereka yang 
mendapatkan subsidi listrik bertegangan 900VA. Bagi yang memiliki tegangan 
listrik 900VA bersubsidi akan dikenakan biaya potongan sebesar 50% dari jumlah 
tertinggi selama 3 bulan  pembayaran.  Adapun cara untuk mendapatkannya bisa 
melalui Web www.pln.co.id ataupun melalui WhatsApp di 08122-123-123. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penetapan diskon 
tarif  bayar listrik masa pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Bagaimana analisis Hukum Islam 
terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan diskon tarif 
bayar listrik masa pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon 
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Untuk mengetahui analisis Hukum Islam 
terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode   
kualitatif melalui cara berfikir deduktif, Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
lapangan. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara 
wawancara  dan  dokumentasi, adapun  jumlah  populasi dalam penelitian ini 
yakni berjumlah 32.157 dan untuk jumlah karyawan dari Rayon Pringsewu ini 
berjumlah 15 orang, sedangkan untuk penentuan sampelnya dengan 
mempertimbangkan berbagai hal yakni dari segi waktu yang cukup terbatas serta 
tenaga yang dimiliki penulis maka sampel  hanya diambil 15 rumah tangga 
penerima listrik bersubsidi 900VA dan 2 orang karyawan di Rayon Pringsewu. 
Dalam pelaksanaan dari praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi 
covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten 
Pringsewu sesuai dengan ketentuan Surat dari Direktorat Jendral 
Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI tanggal 31 Maret 
2020 perihal Pelaksanaan Diskon Tarif Tenaga Listrik. Dan pandangan hukum 
Islam terhadap penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu sudah 
sesuai dengan hukum Islam dimana rukun syarat dalam jual belinya  telah 
terpenuhi adapun  tas’ir yang dilakukan oleh pemerintah telah memenuhi syarat-
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A. Penegasan Judul 
     Dengan adanya kerangka awal ini diharapkan dapat memudahkan dan 
menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari 
skripsi ini. Untuk itu terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi 
istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judulnya adalah: 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar 
Listrik Masa Pandemi Covid-19” istilah dari judul tersebut yang akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Analisis  yaitu  penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk 
mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia dan diakhirat.
2
 




3. Penetapan adalah merupakan tindakan menetapkan/menentukan kaidah 
hukum konkret dan berlaku khusus. 
4. Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada konsumen. 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet.4, 
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58 
2
 Syamsul Anwar, Hukum  Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 
h.3  




5. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya 
pergesekan melalui proses kimia dan dapat digunakan untuk menghasilkan 
panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.
4
 
6. Pandemi Covid-19  yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana 
meliputi daerah yang luas dan merupakan Coronavirus jenis baru yang 
ditemukan pada manusia  sejak kejadian luar biasa yang terjadi pertama 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa maksud dari 
skripsi ini yaitu mengkaji tentang Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa 
Pandemi Covid-19 menurut Hukum Islam yang terjadi di Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
a. Mengingat kesulitan yang berasal dari dampak Covid-19 yang tengah 
terjadi, membuat pemerintah mengambil keputusan untuk 
memberikan bantuan berupa penetapan diskon tarif bayar listrik bagi 
masyarakat yang memiliki kriteria tertentu. 
b. Praktik ini terjadi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon 
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 
 
 
                                                             
4
 Ibid, h. 836 
5
 Pengertian Covid-19, (On-line), tersedia di: https//www.kemkes.go.id/folder/view/full-




2. Alasan Subyektif 
a. Dilihat dari aspek pembahasan, judul ini dan materi yang tersaji hingga 
pembahasannya sesuai dengan ilmu yang peneliti pelajari di bidang  
muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
b. Sumber refrensi yang dilakukan oleh penulis baik data primer ataupun 
skunder diperoleh dari buku-buku yang tersedia 
C. Latar Belakang Masalah  
Sebagai manusia tak mungkin bila ia dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri maka dari itu manusia akan membutuhkan makhluk lain untuk bisa 
memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah bermuamalah. Muamalah 
sendiri merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan dipuji nilai 
keimanan dan kehati-hatiannya serta kekonsistenannya dalam ajaran-ajaran 
Allah.
6
 Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur 
hubungan manusia satu dengan yang lain dalam usahanya untuk mendapatkan 
alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.
7
 
Pada saat ini penggunaan listrik semakin hari kian menjadi penting apalagi 
untuk daerah perkotaan, banyak kantor dan pabrik yang menggunakan listrik 
sebagai sumber tenaga perusahaan untuk bisa menjalankan kegiatan mereka. 
PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)  sendiri merupakan salah satu 
penghasil pendapatan bagi negara hal ini dikarenakan kepemilikan perusahaan 
ini dipegang oleh Negara,   dengan adanya  virus Covid-19 yang menyebar dan 
                                                             
6
 Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 2004), h. 149 




menjadi pandemi di seluruh dunia, listrik semakin menjadi kebutuhan yang 
penting, bagaimana tidak, dengan adanya Covid-19 yang ikut menyebar masuk 
ke Indonesia menjadikan pemerintah membuat suatu kebijakan untuk para 
pekerja yakni dengan menganjurkan agar mereka bekerja dari rumah (work 
from home), menjaga jarak aman antar satu sama lain (social distancing), 
menutup semua tempat wisata, juga rumah Ibadah. Akibat pandemi ini seluruh 
kegiatan dari mulai sektor ekonomi, pariwisata, dan yang lainnya ikut terkena 
imbas begitu pula dengan pemberhentian serentak para pekerja yang dilakukan 
oleh beberapa pabrik menjadi tekanan untuk bangsa Indonesia, krisis ekonomi 
pun terjadi dan sebagai langkah pemerintah untuk membantu rakyat maka 
alokasi dana dialihkan ke beberapa hal, salah satunya penetapan diskon tarif 
bayar listrik bagi yang masuk kriteria tertentu yakni mereka yang mendapatkan 
subsidi listrik bertegangan  900VA dengan  potongan sebesar 50% dari jumlah 
tarif terbesar selama rentang waktu 3 bulan. Hal ini sesuai dengan Surat 
Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020 perihal pelaksanaan Diskon 
Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero). 
 Latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 
mengangkat permasalahan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 
Penetapan Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi Covid-19” (Studi di 






D.  Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan 
data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-
masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam skripsi ini 
adalah  praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.  
E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi 
covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, 
Kabupaten Pringsewu? 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik penetapan diskon tarif 
bayar listrik masa pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik penetapan diskon tarif bayar listrik masa 
pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, 
Kabupaten Pringsewu. 
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik penetapan 
diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19 di Perusahaan Listrik 







G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara Teoritis 
       Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan 
dan ilmu pengetahuan mengenai adanya penetapan diskon tarif bayar 
listrik masa pandemi covid-19, serta diharapkan mampu memberikan 
pemahaman mengenai pelaksanaan praktik penetapan diskon tarif bayar 
listrik masa pandemi covid-19 yang sesuai dengan Hukum Islam. 
2. Secara Praktis 
       Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas 
akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
     Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis 
masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 
berupa fakta-fakta. Adapun mengenai masalah metode penelitian yang 
digunakan bermaksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang 
diharapkan dalam meneliti: Analisis Hukum Islam  Terhadap Penetapan 
Diskon Tarif Bayar Listrik Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) Rayon Pringsewu, Kabupaten Pringsewu) ini akan 





1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data yang berasal dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,  
maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.
8
 
b. Sifat Penelitian  
       Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan ataupun memaparkan sesuatu yang 
menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu kemudian dianalisis 
secara lebih kritis.  
2. Sumber Data 
      Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Data primer 
     Data primer  yakni sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (biasanya dapat melalui wawancara, angket, 
pendapat dan lain sebagainya). Dalam penelitan ini sumber data 
primer berasal dari karyawan dari PLN Rayon Pringsewu dan 
                                                             
8
 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 




masyarakat penerima penetapan diskon tarif bayar listrik masa 
pandemi Covid-19. 
b. Data Sekunder  
     Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder 
dalam hal ini meliputi buku, dokumentasi, maupun berupa arsip  dan 
juga seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.  
3. Populasi  
a. Populasi  
     Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dengan adanya 
ciri yang sama. Populasi ini akan peneliti jadikan sebagai sampel  
dalam penelitian, keseluruhan populasi dari penerima subsidi listrik 
dan juga dari karyawan adalah  32.172. Dengan perincian   untuk 
populasi rumah tangga sebagai penerima listrik 900 VA bersubsidi 
adalah 32.157 rumah tangga dan 15 karyawan dari Rayon Pringsewu.
9
 
b. Sampel  
     Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akhirnya akan 
diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Metode yang 
digunakan dalam mengambil sampel adalah metode non random 
sampling dimana merupakan cara pengambilan sampel yang tidak 
semua anggota sampel diberikan kesempatan untuk dipilih sebagai 
anggota sampel Dengan teori purposive sampling yakni cara 
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pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan 
tujuan atau dengan kata lain merupakan teknik penentuan sampel 
dengan pertimbanagan tertentu.
10
 Salah satu cara  yang digunakan 
untuk dapat menghitung ukuran sampel adalah menggunakan rumus 
Slovin. Rumus Slovin sendiri adalah rumus yang digunakan untuk 
menghitung ukuran sampel minimal suatu penelitian yang 
mengestimasi proporsi. 
                                         n= jumlah sampel                                   
n=N/(1+N.(e)²)                N=jumlah populasi 
                                         e= batas toleransi kesalahan 
 
 n=N/(1+N.(e)²)      
 n= 32.172/(1+32.172.(24%)² 
 n= 32.172/(1+32.172.(0,24)² 
 n= 32.172/(1+32.172.(0,0576)) 
 n= 32.172/(1+1853,1072) 
 n= 32.175/1854,1072 
        n= 17,351747515  
Dilihat dari rumus dan juga hasil yang didapatkan diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan diambil berjumlah 17 
orang yang berasal dari 2 desa, yakni dari Desa Sungai Langka dan 
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Desa Bogorejo dengan jumlah 15 rumah tangga penerima listrik 
900VA  bersubsidi, serta 2 orang  karyawan di Rayon Pringsewu.  
4. Metode Pengumpulan Data 
     Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 
data yang ditetapkan apabila tidak menerapkan metode pengumpulan data 
ini. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu : 
a. Metode Wawancara 
Yaitu mengenai suatu percakapan atau tanya jawab antar dua orang 
atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan  pada 
suatu masalah atau topik tertentu, yang diperlukan peneliti untuk 
melengkapkan laporan yang sedang ia teliti. Metode wawancara yang 
peneliti pergunakan ialah wawancara bebas terpimpin yakni membawa 
kerangka pertanyaan untuk disajikan dan dalam pelaksanaanya sesuai 
dengan pedoman mengenai topik yang memang akan diteliti.   
b. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan peristiwa yang telah berlalu baik dalam bentuk gambar, 
tulisan, atau karya monumental. Metode ini digunakan untuk 






5. Metode  Pengolahan Data 
     Data yang telah terhimpun serta terkumpul, maka langkah selanjutnya 
adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna 
yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Editing  
     Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah 
lengkap, sudah benar  dan sesuai atau relevan dengan masalah yang 




     Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data yang telah 
diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.  
     Data yang telah diperoleh, baik primer maupun data sekunder 
terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, 
lengkap, dan valid. Selanjutnya data akan dikumpulkan, diseleksi, dan 
diklasifikasi serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-
kelompok pembahasan terhadap permasalahan. 
6. Analisa Data  
     Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis 
kualitatif melalui cara berfikir deduktif. Metode deduktif ialah 
mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau 
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diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang 
bersifat lebih khusus.  Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan 
diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban 















A. Jual Beli Menurut Islam  
1. Pengertian Jual Beli 
Salah satu cara untuk memiliki barang secara sah menurut syara‟ 
adalah dengan  uqud atau aqad  yaitu perikatan yang diperoleh dari 
transaksi  jual beli.
1
 Secara etimologi atau bahasa berarti Al-Ba’i, Al- 
Tijârah, dan Al-Mubâdalah.
2
 Jual beli juga berarti pertukaran barang 
dengan barang (barter).
3
 Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud 
dengan jual beli  berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan 
sesuatu yang lain sesuai dengan  perjanjian yang telah disepakati.
4
 Namun 
terdapat pula beberapa definisi lain yang dikemukakan oleh ulama, antara 
lain menurut  Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta 
benda atau sesuatu yang disenangi dengan yang semisal melalui cara 
tertentu yang bermanfaat.
5
 Menurut Mazhab Syafi‟iyah,  Mâlikiyah, dan 
Hanabilah bahwa jual beli, yaitu tukar-menukar harta benda dengan harta 
pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
6
 
Jual beli haruslah sesuai dengan ketetapan hukum atau syara’ hal ini 
untuk meghindari adanya kedzoliman yang mungkin saja terjadi, ketetapan 
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hukum ini  berupa pemenuhan akan rukun dan  syarat,  apabila rukun dan 
syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual belinya bisa tidak sah atau batal. 
Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk 
membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPdt).
7
 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpuklan bahwa jual beli adalah 
tukar-menukar harta, biasanya barang dengan uang yang dilakukan dengan 
cara suka sama suka  atau adanya suatu kerelaan melalui akad tertentu 
dengan tujuan agar barang tersebut dapat dimiliki, serta memenuhi 
ketentuan syara’. 
2. Dasar Hukum Jual Beli  
     Jual beli sebagai sarana dalam terlaksananya interaksi ekonomi 
dimasyarakat mempunyai landasan hukum dalam Islam, pedoman atau 
dasar hukum pelaksanaan transaksi  ini bersumber dari al-Qur‟an, Sunnah, 
dan Ijma. 
a. al-Qur‟an 
Landasan syar‟i sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah 
SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 
                      
                    
       
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.8 
b. Hadits  
Rasulullah SAW bersabda: 
َعْن َعَبا يَة ْبِن ِر فَاعََة ْبِن َراِفعِ ْبِن َخّدِ يْج قَاَل ِقيِل ََي َرُسو ُل هللِا َايُّ اْمَكْسِب 
ور   َاْطَيُب قَالَ  ُل امرَّ ُجِل ِبَيِدِه َوبَْيُع َمْْبُ )رواهامحد( َٲفَْضِل ْاَكْسِب ََعَ  
Artinya: Dari Abayah ibn Rifa‟ah ibn Rafi‟ ibn Khadijdari kakeknya, 
Rafi‟ibn Khadij berkata, Rasulullah ditanya seseorang: 
apakah usaha yang paling baik? Rasul menjawab:“ 
perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap 
jual beli yang baik”. (H.R. Ahmad No. 16628)
9
 
Semua ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah 
dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw hingga sekarang.
10
 
c. Ijma‟  
  Kaum muslimin telah bersepakat dari dahulu sampai sekarang 
mengenai kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini 
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merupakan sebuah bentuk ijma‟ umat, karena tidak ada seorangpun 
yang menentangnya.
11
 Hal ini pun cukup beralasan mengapa jual 
beli diperbolehkan yakni bahwa manusia tidak akan mampu 
mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 
  Dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu 
hukumnya mubâh. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di 
dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan di dalam jual beli 
dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.  
       Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang 
terdapat dalam perjanjian jual beli adalah mubâh atau jawâz (boleh) 
apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, 
hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandũb, dan makrũh  
1) Hukumnya wajib 
  Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan  
terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika 
barang tersebut tidak dijual maka dapat mengakibatkan 
masyarakat luas menderita kelaparan. Jual beli seperti ini biasa 
terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo 
ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara 
terhadap negara lainnya. Maka para pedagang tidak 
diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat 
atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. 
                                                             




Karena selain merugikan masyarakat juga bisa mengacaukan 
ekonomi rakyat. Jadi barang-barang yang disimpan oleh para 
pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar 
yang ada. 
       Atau seperti pada kasus seseorang mempunyai hutang, dan 
dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya tersebut, 




2)  Hukumnya sunnah (mandũb)  
      Jual beli yang dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-
sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam 
dianjurkan untuk berbuat baik kesesama  saudarannya, 
temannya dan kaum kerabat yang lainnya. 
       Jadi hukum sunnah (mandũb) ini hanya berlaku apabila 
jual beli tersebut dilakukan dengan keluargannya sendiri atau 
dengan sahabat dekatnya, karena Islam lebih mengutamakan 
hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan 
kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu 
keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka 
tidak boleh dipaksa. 
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3) Hukumnya makrũh  
Makrũh melaksanakan suatu perjanjian yang akan 
digunakan untuk melanggar syara‟ seperti menjual anggur 
kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman 
keras (khamr). 
 Ketentuan makrũh tersebut dikarenakan yang menjadi 
objek dalam jual beli tersebut dikhawatirkan akan merugikan 
orang lain dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara‟. 
4) Hukumnya Haram 
Hukum jual beli dalam Islam dapat berubah menjadi 
haram apabila benda yang menjadi objek transaksi adalah 
sesuatu yang memang diharamkan untuk diperjual belikan 
oleh syara‟  
Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara‟, maka jual 
belinya tidak sah, baik yang dilarang itu berupa barangnya atau 
harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan 
syari‟at Islam, yaitu dengan menjalankan syarat, rukun dan 
mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud 
dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang 
diperjual belikan adalah barang yang pada dasarnya telah 
dilarang dalam agama, seperti jual beli babi, khamr dan lain 
sebagainya. Dan apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya 




bahkan lebih, dari harga pasaranya, maka jual belinya menjadi 
tidak sah.  
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum dimana hal 
ini akan mengakibatkan  terjadinya konsekuensi berupa peralihan hak atas 
sesuatu dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka dengan sendirinya 
dalam perbuatan hukum tersebuat haruslah terpenuhi semua rukun serta 
syarat-syaratnya. Agar usaha jual beli tersebut bisa berlangsung dengan 
cara yang dihalalkan menurut syara‟.
13
  
a. Rukun Jual Beli 
Adapun akad jual beli, rukunnya ada terdiri dari tiga, demikian kata 
Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzdzab  yaitu: Shȋghât yaitu 
(ijâb dan  qabũl), ‘âqid (orang yang melakukan transaksi, penjual-
pembeli), dan ma’qũd alaih (objek akad).
14
 
1) Shȋghât  
Shȋghât itu adalah ijâb dan qabũl (serah terima), baik 
diungkapkan dengan ijâb dan qabũl atau cukup dengan ijâb saja yang 
menunjukkan qabũl dari pihak lain (secara otomatis). 
Menurut sebagian ulama, ijâb adalah ungkapan yang pertama 
muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk 
melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik 
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dari pembeli ataupun penjual. Sedangkan qabũl adalah ungkapan 
kedua dimana ia muncul dari pihak yang lain untuk menanggapi ijâb 
berupa persetujuan terhadap pihak lain tersebut.
15
  
2) ‘âqid adalah orang yang melakukan transaksi, yaitu mencakup 




3) ma’qũd alaih (objek akad) terdiri dari benda yang berwujud maupun 
tidak berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak dan yang terdaftar 
maupun yang tidak terdaftar. 
17
 
b. Syarat Jual Beli 
    Para ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat 
dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari 
beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk 
mengambil manfaat dari barang tersebut.  
1) Syarat yang berkaitan dengan shȋghât (ijâb dan qabũl) 
a) ijâb dan qabũl diucapkan oleh orang yang baligh dan berakal 
b) ijâb qabũl  diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan 
jual beli yang telah lazim diketahuai masyarakat. 
c) ijâb dan qabũl dilakukan dalam satu majelis 
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d) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 
macamnya, sifatnya begitu juga harga barang yang 
diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknnya.
18
 
2) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad 
(‘âqidain, yaitu penjual dan pembeli) 
a) Berakal  
Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan juga 
sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum 
berakal, orang gila dan atau pingsan hukumnya tidak sah 
b) Baligh  
Merupakan masa kedewasaan seseorang dimana ia sudah 
dapat bertanggungjawab secara hukum. Pikirannya telah 
mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik 
dan buruk 
c) Tidak pemboros 
Karena manusia yang boros dipandang sebagai seorang 
yang tidak cakap dalam hukum 
d) Atas kemauannya sendiri 
                      Jual beli haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur   
paksaan. 
e) Syarat barang yang diperjualbelikan 
(1)  Barang yang diperjualbelikan harus suci 
                                                             




Benda-benda najis tidak boleh diperjualbelikan 




(2) Punya Manfaat 




(3)  Dimiliki oleh penjualnya 
Barang yang dijual haruslah milik penjual atau  milik 
orang lain yang mewakilkan penjualan kepadanya.
21
 
(4)  Bisa diserahkan 
     Barang tersebut mampu untuk diserahkan   
(5)  Diketahui keadaannya 
Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 
berat, takaran, ukuran dan lainnya 
4. Macam-macam Jual Beli 
Jumhur ulama membagi jual beli sebagai berikut:
22
 
a. Menurut sifatnya  
Dilihat dari sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu 
jual beli shahȋh dan jual beli ghairu shahȋh. Jual beli shahȋh adalah 
jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun 
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syaratnya. Sedangkan jual beli ghairu shahȋh adalah jual beli yang 
tidak dibenarkan sama sekali oleh syara‟. 
Apabila rukun syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut 
disebut dengan jual beli yang bâtil. Akan tetapi, apabila rukunnya 
terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut 
jual beli yang fâsid. 
b. Menurut shȋghâtnya 
Dilihat dari shȋghâtnya jual beli dibagi menjadi dua yaitu: jual 
beli mutlaq dan jual beli ghair mutlaq. Jual beli mutlaq adalah jual 
beli yang dinyatakan dengan shȋghât yang bebas dari kaitannya 
dengan syarat dan sandaran kepada yang akan datang. Jual beli ghair 
mutlaq adalah  jual beli yang shȋghâtnya atau disandarkan kepada 
masa yang akan datang.
23
 
c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli 
Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari objeknya 
1) Muqayyadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual 
beli binatang dengan binatang, disebut juga dengan istilah barter. 
2) Shaft adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan 
perak atau menjual salah satunya dengan yang lain 
3) Muthalaq adalah  pertukaran antara barang atau jasa dengan uang 
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d. Menurut harga atau ukurannya 




1) Jual beli murâbahah adalah menjual barang dengan harganya 
semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat 
tertentu. 
2) Jual beli tauliyah menurut istilah syara‟ adalah jual beli barang 
yang sesuai dengan harga aslinya.
25
 
3) Jual beli wadiâh adalah jual beli barang dengan mengurangi harga 
pembelian. 
4) Pengertian jual beli musawwamah adalaha jual beli yang bisa 
berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling 
menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam 
transaksi yang mereka lakukan.  
e. Menurut alat pembayarannya 
Jual beli ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:  
1) Jual beli tunai dengan persyaratan barang dan pembayaran 
langsung. 
2) Jual beli dengan pembayaran tertanda (bai muajjal), yaitu jual 
beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi 
pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 
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3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred 
delivery). 
       Adapun jual beli yang terlarang Allah SWT telah membolehkan hamba-
hambaNya untuk melakukan jual beli dengan syarat selama transaksi itu tidak 
menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. 
Misalnya, menyebabkan ketersampingkannya ibadah yang wajib atau 
menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Maka bagi orang  yang memiliki 
kewajiban menunaikan ibadah sholat Jum‟at tidak sah jual beli setelah 
terdengarnya panggilan adzan yang kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah: 
                               
                  
 
Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat     
Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui. (Qs. Al-Jumuah: 9)
26
 
       Dalam ayat ini Allah telah melarang jual beli yang dilakukan saat 
panggilan adzan shalat Jum‟at berkumandang. Kesibukannya dalam berdagang 
bukanlah alasan yang dibenarkan agama untuk meninggalkan shalat Jum‟at. 
        Disebut dengan aktivitas jual beli karena jenis aktivitas ini merupakan 
aktivitas terpenting bagi manusia dalam mencari nafkah dan memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dan sebuah larangan selalu menunjukan keharaman dan 
                                                             




tidak sahnya jual beli. Begitu juga diharamkan melakukan kesibukan selain 
jual beli yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban shalat.  
       Kewajiban ini tidak terkecuali bagi shalat-shalat fardu lainnya. Kewajiban 
tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau 
kesibukan lainnya, ketika panggilan shalat sudah berkumandang mengajak 
manusia datang ke masjid. 
       Begitu juga tidak sah melakukan  jual beli yang sesuatu kepada seseorang 
untuk maksiat atau hal-hal lain yang dilarang oleh Allah. Tidak diperbolehkan 
jual beli anggur peras yang digunakan sebagai khamr.  
       Jual beli senjata disaat kaum muslimin dalam keadaan fitnah tidak 
diperbolehkan. Hal ini demaksudkan agar tidak digunakan untuk membunuh 
sesama saudara muslim. Demikian juga tidak diperbolehkan 
memperjualbelikan semua alat peperangan dalam kondisi seperti ini.  
       Sebagai seorang mukmin haruslah menjunjung tinggi prinsip dalam jual 
beli, berikut adalah prisip-prinsip jual beli dalam Islam:  
1. prinsip halal 
2. prinsip maslahah 
3. prinsip terhindari dari investasi terlarang, yaitu: 
a. Terhindar dari ikhtikar, yaitu upaya dari seseorang untuk menimbun 
barang pada saaat barang itu langka atau diperkirakan akan naik 
harganya.  





c. Terhindar dari tas’ir, yaitu penetapan harga standar pasar yang 
ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk 
disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. 
d. Terhindar dari upaya melambungkan harga. 
e. Terhindar dari riba. 
f. Terhindar dari maisir (mengandung unsur perjudian). 
g. Terhindar dari gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan). 
h. Terhindar dari syubhat (perkara yang tercampur antarayang halal dan 
haram). 
i. Terhindar dari tadlis (mengandung unsure penipuan). 
j. Terhindar dari riswah (terdapat unsure suap-menyuap). 
k. Terhindar dari bâtil (tidak bermanfaat atau menimbulkan 
kemudharatan). 
  5.  Khiyâr dalam Jual Beli 
Khiyâr dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara 
meneruskan akad jual beli ataupun membatalkan akad tersebut. Hak khiyâr 
dalam jual beli menurut Islam diperbolehkan apakah  akan meneruskan jual 
beli atau membatalkannya, tergantung keadaan barang yang diperjualbelikan, 
hukum dalam khiyâr adalah mũbah. Ulama membagi khiyâr dalam beberapa 
macam antara lain: 
a. Khiyâr al-Majlis  
            Majlis berarti, tempat transaksi, dengan khiyâr majlis hak pelaku 




didalam satu majlis. Khiyâr majlis merupakan hak kedua belah pihak, 
waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah 
pihak berpisah dari tempat akad berlangsung sekalipun akad tersebut 
berlangsung lama.
27
 Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan 
khiyâr majlis ini. Para sahabat, tabi‟i, jumhur ulama, termasuk di dalamnya 
imam Syafi‟i dan imam Ahmad bin Hanbal mengakui keberadaan khiyâr 
majlis. Menurut mereka penjual dan pembeli mempunyai hak khiyâr 
selama masih berada di majelis akad. Walaupun akad telah sah dengan 
adanya ȋjâb (ungkapan dari penjual) dan qabũl (ungkapan dari pembeli), 
selama keduannya masih berada dalam majelis akad, maka masing-masing 
pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, karena akad 
jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi apabila 
akad ȋjâb dan qabũl masing-masing pihak tidak menggunakan hak khiyâr 
dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi 
mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan 
bahwa keduannya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk 
membatalkan akad jual beli tersebut.  
            Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengakui 
keabsahan khiyâr majlis. Menurut mereka, akad dipandang sah ketika ȋjâb  
dan qabũl sudah dilakukan dan sudah tidak ada hak khiyâr bagi 
keduannya. Khiyâr menurut mereka adalah bentuk kesamaran, sedangkan 
pada dasarnya jual beli itu adalah kepastian. Dengan demikian menurut 
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kedua imam tersebut akad dipandang sah dan sempurna manakala masing-




b. Khiyâr Syarat  
  Yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan 
mengajukan syarat khiyâr dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa 
khiyâr majlis berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh 
kedua belah pihak.
29
Tujuan disyariatkan khiyâr syarat ini adalah untuk 
memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi 
dari pihak penjual. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat 
bahwa tenggang waktu dalam khiyâr syarat tidak lebih dari 3 hari. 
Menurut mereka, tenggang waktu yang ditentukan itu untuk kemaslahatan 
pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa 
sesuatu yang telah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh 
ditambah atau dikurangi, atau diubah. Oleh karena itu, apabila melebihi 
waktu 3 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam hadits, maka akad 
jual belinya dianggap batal. 
       Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad (keduannya murid Imam Abu 
Hanifah), Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatasi 
hanya 3 hal, tetapi boleh lebih dari itu, berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak. Alasannya, karena tujuan di isyaratkannya khiyâr tersebut 
adalah agar tidak terjadi jual beli yang tergesa-gesa, musyawarah terlebih 
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dahulu, dan terhindar dari penipuan. Hal ini menurut mereka tidak cukup 
waktu 3 hari. Batasan yang diberikan Rasulullah SAW. selama 3 hari 
menurut beliau cukup dalam waktu demikian, akan tetapi bukan berarti 
beliau melarang lebih dari itu. Pendapat inilah yang menurut Muhammad 
Ali Usman al-Faqi merupakan pendapat yang paling kuat.
30
 
c. Khiyâr ‘Âib 
            Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan dari benda atau 
barang yang dibeli. Syarat-syarat berlakunya khiyar ’âib menurut para 
ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjual belikan itu 
adalah sebagai berikut. 
31
 
1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang 
kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah 
akad tapi belum serah terima. Karena barang yang diperjualbelikan 
dalam dua keadaan itu (cacatnya sudah lama atau baru) masih dalam 
tanggung jawab penjual. Oleh karena itu, ditemukannya cacat dalam 
keadaan demikian merupakan tanggung penjual. Apabila cacat yang 
terdapat pada barang diketahui setelah terjadi serah terima, maka bagi 
penjual tidak ada hak khiyâr, karena dalam keadaan demikian 
merupakan tanggungjawabnya pembeli.  
2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat baik 
ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia 
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mengetauinya, maka tidak ada hak khiyar baginya. Karena hal 
demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.  
3) Adannya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit 
menghilangkannya. Misalnya, adanya najȋs pada baju yang bisa 
dihilangkan dengan cara dibasuhkannya, tidak menetapkan adanya 
hak mengembalikan barang. 
4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat 
pada barang. 
d. Khiyârut Ta’ayeen32 
  Ialah pemilihan yang diberikan kepada pembeli untuk memilih 
dalam tempo pemilihan yang ditetapkan, dengan satu barang yang 
dikehendakinya di antara beberapa barang yang ditetapkan harga bagi 
tiap-tiap satuannya.  
Pembeli dalam Khiyarut Ta’ayeen hendaklah menentukan mana 
satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan 
yang ditetapkan.  
Khiyarut Ta’ayeen boleh diwariskan. Jika pembeli meninggal dalam 
tempo masa pemilihan maka ahli warisnya mengambil alih kuasa 
pemilihan itu. 
e. Khiyâr ar-Ru’yah 
           Adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk 
meneruskkan atau tidaknya ketika melihat tempat transaksi yang 
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 Jumhur ulama mengatakan bahwa khiyâr 




    Adapun hikmah disyari‟atkannya khiyâr yaitu merupakan salah satu 
bentuk kebaikan Islam, karena terkadang ada jual beli secara seketika 
tanpa ada pemikiran dan pertimbangan, dan juga tidak memperhatikan 
harga dan barang sehingga penjual atau pembeli merasa menyesal. 
Karena itu, Islam memberikan kesempatan untuk memilih yang disebut 
dengan khiyâr. Diantara hikmah khiyâr ini adalah:
35
 
1) Membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam 
yaitu berdasarkan kerelaan. 
2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual 
beli. 
3) Mendidik penjual agar bersikap jujur kepada pembeli. 
4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual 
maupun pembeli. 
5) Dapat memelihara hubungan baik dan cinta kasih terhadap sesama.  
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 
             Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk pemberian keleluasaan 
dari-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan 
berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini 
tidak akan pernah terputus dan tak pernah berhenti sebelum manusia 
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meninggal. Dengan kata lain manusia dituntut agar dapat berhubungan 
dengan manusia lainnya sebagai salah satu caranya untuk dapat memenuhi 
kebutuhannya. 
       Objek  muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, 
al-Qur‟an dan al-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan 
muamalah dalam bentuk umumnya saja. Hal ini menunjukkan bahwa 
Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi 
terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, 
dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari 
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.  
       Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah 
yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak 
dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi 
sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan 
dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-
persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam 
kehidupan social mereka.
36
 Manfaat jual beli menurut Rizki Abdurahman 




a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 
menghargai hak milik orang lain. 
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b) Penjual dan pembeli dapat  memenuhi kebutuhannya atas dasar 
kerelaan atau suka sama suka. 
c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang 
dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli 
memberikan uang dan menerima dagangan dengan puas pula.  
d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 
haram (bathil). 
e) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 
f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.  
       Dari induksi para ulama terhadap al-Qur‟an dan as-Sunnah, 
ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah dari kedua sumber 
hukum Islam yakni: 
1) Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan 
dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang 
mengitari manusia itu sendiri. 
2) Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh 
sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama 
tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka 
muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat terbesar dari Allah 
yang diberikan kepada umat manuisa.
38
 
                                                             




Adapun hikmah lain disyari‟atkan jual beli (muamalah) adalah 
ketika uang,  jasa,  harta, barang perniagaan ada di salah satu pihak 
yang memiliki sedangkan disisi lain ada orang yang 
membutuhkannya dan tidaklah mungkin bagi sipemilik untuk 
memberikannya tanpa adanya ganti atas hal tersebut maka dengan 
jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut.                   
Sekiranya jual beli tidak diperolehkan niscaya akan mendorong 
timbulnya tindakan perampasan, perampokan, pencurian, penipuan 
dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah menghalalkan jual 




7. Jual Beli Listrik Permeter 
       Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang 
berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
40
 
Sedangkan tarif bayar listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.
41
 
Untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakian 
tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya 
pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/Kvarh), dan atau 
biaya kVA maksimumnya yang dibayar yang berdasarkan harga langganan 
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(Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
42
 
Tujuan utama penyusunan tarif untuk memastikan bahwa:
43
  
a. Pendapatan keseluruhan tahunan dapat menutup seluruh biaya 
pembangkitan, distribusi, dan transmisi. 
b. Diusahakan bahwa tiap kelas konsumen memenuhi biaya keseluruhan 
dari kelas tersebut. 
c. Bertambah banyaknya penggunaan listrik oleh sekelompok konsumen 
tidak akan berakibat bertambahnya kerugian daya. 
d. Penggunaan listrik daya dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
ekonomi perusahaan bertambah baik. 
e. Tarif harus dimengerti oleh konsumen. 
f. Tarif harus adil untuk konsumen yang berbeda. 
g. Perubahan tarif dari waktu ke waktu dibuat untuk membuat hubungan 
baik dengan konsumen dan untuk membuat pengaturan tarif ekonomis.  
 Harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik semua ketentuan 
sudah terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 
Ketenagalistrikan, dalam BAB X  Pasal 33 s/d Pasal 36  
Pasal 33 
(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan 
berdasarkan prinsip usaha yang sehat. 
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(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya 
memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa 
jaringan tenaga listrik. 
(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan 
harga jual listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan 
Pemerintah atau pemerintah daerah. 
Pasal 34 
(1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga 
listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 
(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif 
tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan 
oleh Pemerintah.   
(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga 
listrik sebagaimana dimkasud pada ayat (2), Pemerintah 
menetapkan  tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
(4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan 
keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku 




(5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaiman dimaksudkan pada 
ayat (1) dan  ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda disetiap 
daerah dalam satuan wilayah usaha. 
Pasal 35 
     Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang 
menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai 
dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34. 
Pasal 36 
           Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, 
sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
     Dari Undang-undang diatas bisa diambil kesimpulan bahwa 
dalam menetapkan suatu harga jual pada listrik haruslah ditetapkan 
dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dengan persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat.  
B. Penetapan Harga dalam Islam  
     Transaksi jual beli harga memegang peranan penting untuk sebuah produk. 
Menurut Basu Swastha, harga ialah jumlah uang yang digunakan didalam 
pertukaran suatu barang. Sehingga harga dapat didefinisikan sebagai jumlah 
uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk 
dan pelayanannya. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa harga 






  Tidaklah ada suatu perubahan tarif  bila sebelumnya tidak 
ditetapkan dulu harganya, seperti dalam kasus penetapan diskon tarif tenaga 
listrik dimana ini terjadi karena adanya wabah yang mengguncang dunia 
yakni wabah/pandemi covid-19, membuat semua aktivitas terganggu mulai 
dari kegiatan ekonomi, pendidikan, dll. Tentu dalam menentukan tarif 
tidaklah sembarangan, harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah baik 
dari pemerintah daerah maupun pusat. Begitu pula dengan adanya perubahan 
tarif dari harga semula ke harga yang baru terkhusus penerima listrik subsidi. 
Dalam Islam sendiri, penetapan suatu harga yang dilakukan oleh pihak 
berkuasa dalam hal ini adalah pemerintah, disebut dengan  Al Tas’ir Al-
Jabari. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan Al Tas’ir Al-Jabari 
akan diuraikan dibawah ini 
Pengertian Penetapan harga dalam hukum Islam (Al Tas’ir Al-Jabari). 
Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, 
yaitu assaman dan as-sir. “As-Saman” adalah harga satuan barang atau nilai 
sesuatu. Sementara “As-si’r” adalah harga yang ditentukan untuk barang 
dagangan. Kata as-si’ru digunakan untuk menyebut harga (dipasar).
45
    
Hadits Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah 
riwayat dari Anas Bin Malik beliau berkata, Orang-orang bertanya kepada 
Rasulullah saw.,  
ْس لٌََا ٬َغالَ السِّْعسُ  ٬يَا َزُسو َل هللا فَقَاَل َزُسو َل هللا َصلَّى  !فَسعِّ
سُ  إِ هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّن:  الْقَا بُِض  البَا ِسطُ   ٬ىَّ هللاَ هَُو الُوَسعِّ
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 ْى ٲْز ُجو  ٴًَِّي َل  إِ الّساِشُق. وَ 
َ َولَْيَس ٲْ ٌُْكْن يُْطالِبٌُِي ٲَ ْلقَى هللاَّ َحٌد ِه
َوْظلََوِة فِي َدٍم َولَ َهاِل. بِ   
 
Artinya: „Wahai Rasulullah, harga barang menjadi mahal, maka 
tetapkanlah harga barang untuk kami!‟ Rasulullah saw 
menjawab, „sesungguhmya, hanya Allah yang berhak 
menentukan harga, Zat yang menggenggam, yang 
membentangkan, dan Yang member rezeki. Aku berharap 
bisa bertemu Allah dan tidak seorangpun dari kamu yang 





 Berdasarkan hadits diatas Ulama fiqih menyatakan kenaikan harga 
yang terjadi dizaman rasulullah tersebut adalah bukan tindakan sewenang-
wenang dari para pedagang,tapi karena memang komoditas yang ada 
dipasar terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. 
 Menurut Yusuf Qardawi hadits diatas pada dasarnya menegaskan 
bahwa harga yang ditentukan oleh pasar, membiarkan harga berlaku 
menurut alamiyahnya, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Semisal 
seorang penjual menjual dagangannya dengan baik dan tidak menandung 
kezaliman, namun harga naik karena banyaknya orang yang meminta 
barang tersebut. Namun jika terjadi berbagai faktor yang tidak alamiyah 
terjadi di pasar, misalnya adannya monopoli sehingga masyarakat sangat 
memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya 
kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap 
pasar. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak campur 
tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut jika harga yang 
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berlaku dipasaran bersifat alamiyah, karena tindakan tersebut bersifatlalim 
bagi pedagang. 
Definisi al tas’ir  al jabari menurut beberapa ulama sebagai berikut: 
a. Menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani 
       Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja 
yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka 
tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, 
dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak 
melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar tidak 
merugukan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau 
mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.
47
 
b. Menurut Sayyid Sabiq 
       Tas’ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang tertentu yang 
dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula adanya 
kezaliman dari pembeli.  
c. Menurut ulama Madzhab Hambali  
       Mendefinisikan al tas’ir al jabari dengn upaya pemerintah dalam 
menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam 
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d. Menurut ibnu Taimiyah 
       Mengemukkakan tas’ir dengan keadaan yang mewajibkan para 
pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran, yaitu 
keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang 
dagangannya dengan harga mitsli (harga pasaran). Hakikat tas’ir adalah 
keharusan para pedagang agar tidak menjual dan tidak membeli kecuali 
dengan harga mitsli (harga pasar). 
       Para  ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas’ir. Jumhur 
ulama dari ulaman Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, seperti Ibnu 
Qudamah, Ulama Muta‟akhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabani 
mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (tas’ir).
 
Mereka mendasarkan pada Qs. An-Nisa ayat 29                                                    
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                           
  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 





Menurut jumhur ulama tas’ir bertentangan dengan nash-nash yang 
terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis. Sebab tas’ir bermakna pemaksaan atas 
penjual dan atau pembeli untuk untuk berjual beli dengan harga tertentu. 
Pematokan harga tertentu akan menghalangi atau merampas sebagian 
kekuasaan seseorang atas hartanya.  
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Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan pemerintah tidak memiliki 
kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang 
mereka dengan harga yang mereka sukai. Menurut ulama Mazhab Hambali ini, 
ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah menetapkan harga. 
Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk 
mengiginkannya. Kedua, menetapkan harga adalah suatu kezaliman. 
Pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab 
menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika 
terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas.  
Menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi penentuan harga 
mempunyai dua bentuk: ada yang boleh ada yang haram. Tas’ir ada yang 
dzalim, itu yang diharamkan, dan ada yang adil, itulah yang diperbolehkan. 
Jika penentuan harga dilakukan dengan menjual dengan harga yang tidak 
mereka ridhai, maka tidak dibenarkan dalam agama. Namun jika penentuan 
harga menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan 
undang-undang atau peraturan lain untuk tidak menjual diatas harga resmi, 
maka hal ini di bolehkan dan wajib diterapkan. Dengan demikian penentapan 




Akan tetapi, apabila para penjual berbuat zalim dan melampaui batas wajar 
dalam memberikan harga yang membahayakan aktivitas pasar, maka 
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pemerintah harus turun tangan untuk menentukan harga demi kemaslahatan 
masyarakat banyak; mencegah terjadinya penimbunan barang dan kezaliman 
para penjual yang menimpa mereka. Para ulama mazhab Zaidiyah, di antaranya 
Said bin Musayyib, Rabi‟ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa‟ad Al-
Anshari berpendapat boleh menentukan harga bagi pemerintah apabila 
kemaslahatan publik menuntut hal itu.
51
 
Mayoritas ulama Malikiyah membolehkan tas’ir pemerintah (bahkan 
wajib) menetapkan harga jika terjadi kenaikan harga meskipun barang 
mencukupi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa dalam syari‟at Islam, 
pemerintah diberi wewenang untuk mengatur  kehidupan masyarakat untuk 
kemaslahatan bersama. Meski demikian pemerintah dalam menetapkan harga 
harus berpegang kepada  syarat-syarat,
52
 yaitu: 
1. Komoditi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
2. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dan menunjukan pakar 
ekonomi untuk menganalisa keadaan pasar. 
3. Pematokan harga berdasarkan keadilan semua pihak, 
4. Adanya pengawasan dari pemerintah secara terus menerus, dan 
5. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil. 
     Kaidah-kaidah ilmu fiqh  atau yang sering disebut dengan (Al-Qowa‟idul 
Fiqhiyyah) peranan pemimpin atau penguasa dalam melakukan tindakan untuk 
kemaslahatan rakyatnya  terdapat dalam kaidah ke-5 yakni: 
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ُف ْاِل هاَِم َعلَى السَّ ِعيَِّة َهٌُْو طٌ بِاْ لَوْصلََحةِ   جََصسَّ
 
Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan 
dengan kemaslahatan”  
 
Tidakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin/ penguasa 
harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk 
dirinya sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan 
umat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi‟i:  
ٌِْصلَةُ اِل َها ِم ِهَي السَّ ِعيَِّة َهٌِْص لَةُ اْ لَو لِىِّ ِهَي ْاليَحِيْنِ   َه
Artinya: “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah  seperti  kedudukan wali 
terhadap anak yatim”.  
Menurut beliau, fatwa beliau berasal dari fatwa Umar bin Khattab RA 
yang diriwayatkan oleh Sa‟id bin Mansur dari Abu Ashwash dari Abi Ishaq 
dari Barro‟ bin „Azib.  
ٌِْص لَةَ َولِيِّ اْليَحِوْيِن اِِى اَححَْجُث اََخْر اًِِّ  ى اًَْصْلُث ًَفِْسى ِهْي َهاِل هللاِ َه
ٌْهُ َواَِذااَيَْسْس ُت َزَد ْد جُهُ َواَِذااْسحَْفٌَْيُث اْسحَْعفَفْثُ   ُت ِه
Artinya: “Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti 
kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku 
mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan 
apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri 
daripadanya)”.  
       Lapangan pelaksanaan kaidah ini adalah dalam bidang-bidang yang 




dengan rakyat, sehingga memberikan pengertian bahwa setiap 
tindakan/kebijaksanaan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus 
dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk 
mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian tindakan penguasa yang 
hanya sekedar menuruti hawa nafsu serta kesenangan sendiri dan tidak 
membawa kebaikan pada rakyat adalah tidak benar.
53
 
      Uraian diatas jelaslah bahwa peran pemerintah dalam membuat suatu 
kebijakan atau peraturan untuk masyarakatnya itu sangatlah penting, hal ini 
karena menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal ini adalah rakyat 
dimana tugas Negara tak hanya melindungi namun juga harus dapat 
menjamin agar setiap rakyatnya mendapatkan kesejahteraanserta keadilan. 
C.  Diskon 
1. Pengertian Diskon 
Menurut Mas‟ud Machfoedz Diskon adalah penyesuaian harga yang 
ditetapkan untuk menghargai konsumen atas respon tertentu. Misalnya 




Diskon adalah potongan harga yang sering digunakan perusahaan 
untuk meningkatkan jumlah penjualan dan hasil penerimaan penjualan 
serta share pasar perusahaan dengan memberikan potongan harga kepada 
pembeli yang membeli dalam jumlah besar atau kepada pembeli yang 
                                                             
53Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ushul Fiqh ( Al-Qoaidul Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 
2008), h. 61-62 
54
 Mas‟ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz, Kewirausahaan Metode, Managemen dan 






 Dari pengertian diatas dapat diambil 
kesimpulan bahwa diskon adalah pengurangan harga dimana hal ini biasa 
terjadi sebagai  bentuk/cara penghargaan atau apresiasi kepada pelanggan 
yang baik karena bisa jadi pelanggan tersebut membayar lebih awal dari 
tanggal pembayaran ataupun ia membeli dalam jumlah besar dan lain 
sebagainya. 
2. Jenis-jenis Diskon 
Menurut Kotler (2007:485-486) membagi jenis discount menjadi beberapa 
yakni: 
a. Diskon tunai: penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar 
tagihan. 
b. Diskon kuantitas: penurunan harga bagi orang yang membeli dalam 
jumlah besar. 
c. Diskon fungsional: adalah discount yang ditawarkan produsen kepada 
anggota-anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi 
tertentu, seperti menjual, menyimpan, melakukan pncatatan 
d. Diskon musiman: penurunan harga untuk orang yang membeli barang 
atau jasa diluar musim. 
e. Potongan harga: pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh 
partisipasi penjual ulang (reseller) dalam orogram khusus. 
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3. Tujuan Pemberian Diskon 
Tujuan diadakannya discount atau potongan menurut Nitisemito yang 
dikutip oleh Arif Isnaini adalah sebagai berikut: 
a. Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga 
volume penjualan diharapkan akan bisa naik. 
b. Pembeli dapat dipusatkan perhatiannya padapenjual tersebut, sehingga 
hal ini dapat menambah langganan penjual yang bersangkutan. 




D. Tinjauan Pustaka 
1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ovy Mintia Loka Wilanda (2019) 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga 
Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi” (Studi di Pasar Bandar Jaya 




a. perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang 
pengecer) pada supplier dalam jual beli daging sapi yang dilakuakan 
di Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 
Lampung Tengah dilakukan dengan berbagai sebab, antara lain 
daging yang didapat warnanya agak keputihan, masih banyak gajih 
yang menempel pada daging saat diterima, sehngga setelah pedagang 
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pengecer mengurangi gajih yang menempel, beratnya menjadi 
berkurang. Perubahan harga itu dilakukan karena pedagang  merasa 
mereka berhak mendapatkan ganti rugi terhadap daging yang cacat, 
yang mereka terima.  
b. Dalam kegiatan bermuamalah perubahan harga secara sepihak yang 
dilakukan oleh pedagang pengecer diperbolehkan karena pedagang 
pengecer masih mempunyai hak khiyâr yang disebabkan adanya 
cacat pada barang yang diperjualbelikan.  
     Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang saya 
lakukan adalah penelitian diatas membahas tentang perubahan harga 
sepihak yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pengecer) pada 
supplier dalam jual beli daging sapi sedangkan saya membahas 
tentang penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19. 
2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ade Mareta Handayani (2019) 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga 
Lapak”  (Studi di Pasar Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan 




a. Dalam kasus perdedaan harga sewalapak di pasar Unyil Desa  
Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang 
Bawang Barat, merupakan kebijakan dari pemerintah desa, harga 
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yang ditentukan ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak 
penyewa yang berlaku di Kartu Tanda Penduduk nya. Aparatur desa 
dalam hal menetapkan harga lapak tersebut melihat dari sisi 
kemaslahatan masyarakat di desanya. Dimana faktor dari perbedaan 
harga tersebut diantaranya: 
1) Pasar tersebut dibangun oleh swadaya masarakat setempat. 
2) Untuk kemaslahatan masyarakat desa 
3) Untuk peruntungan desa 
4) Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di 
Desa Gunung Agung, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang 
cenderung lambat. Maka diperlukan untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian. 
b. Penetapan harga lapak dipasar Desa Gunung Agung Kecamatan 
Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat ditinjau dari 
hukum Islam adalah dibolehkan karena sesuai dengan ketentuan 
syara‟ dan banyak mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat. 
     Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang 
saya lakukan adalah penelitian di atas membahas mengenai 
perbedaan harga sewa lapak yang ditentukan berdasarkan domisili 
atau tempat tinggal pihak penyewa yang berlaku di kartu tanda 
penduduknya sedangkan saya membahas tentang penetapan diskon 




3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyudin (2017) 
dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang 
Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi” (Studi Pada 
Bus Ekonomi Trayek Bandar Lampung – Pringsewu di Terminal 
Rajabasa Lampung). Hasil penelitian ini adalah
59
   
a. Realita pelaksanaan Peraturan Gubernur lampung No. 06 Tahun 
2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi 
tidak dilaksanakan dengan baik, tarif yang dikenakan berbeda 
dengan Peraturan Gubernur tersebut. Penetapan yang dilakukan oleh 
Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan 
al tas’irul al jabari oleh ulama.  
b. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur 
lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan 
Umum Bus Kelas Ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu yang 
dilakukan oleh penyedia jasa bus tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
Hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip hukum 
Islam dalam bermuamalat. Dengan pendekatan Al Maqâsid Al 
Sharȋah diperolehlah kesimpulan berupa : 
1) Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum 
terhadap penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah/ peraturan perundang-
undangan. 
2) Adanya kecurangan yang yang dilakukan oleh pihak penyedia 
jasa yaitu memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga 
masyarakat merasa terbebani. 
3) Adanya ketidak relaan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal 
ini penumpang dikarenakan unsur pemaksaaan sehingga 
menyebabkan pembeli tidak rida
 
dengan jasa yang ia bayarkan. 
4) Pada proses sewa-menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus 
terpenuhi yaitu meliputi orang yang berakad, sȋghât, ujrah/ 
manfaat serta adanya kerelaan dari semua pihak, dan tidak 
mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh  syarȋat. 
Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang 
saya lakukan adalah penelitian diatas membahas mengenai 
pelaksanaan peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2016 
tentang penetapan tarif angkutan umum bus kelas ekonomi tidak 
dilaksanakan dengan baik sedangkan saya membahas tentang 
penetapan diskon tarif bayar listrik masa pandemi covid-19. 
      Penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul: Analisis  
Hukum  Islam  Terhadap  Praktik Penetapan Diskon Tarif Bayar 
Listrik Masa Pandemi Covid-19, di Perusahaan Listrik Negara 
[PLN] Rayon Pringsewu didalamnya membahas tentang praktik 




oleh  PLN dengan memotong 50% dari 3 bulan jumlah 
keseluruhan pembayaran listrik terkhusus pada pemakai listrik 
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